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WALIKOTA LANGSA
PERATU RAN WALI KOTA LANGSA

NOMOR 25 TAHUN 201"2

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA

TAHUN 2012

BISM I LLAH IRRAH MAN IRRAH I M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2O\2, perlu menjabarkan Perubahan

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBK Langsa Tahun 2A1"2;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dalam peraturan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33L2) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200L tentang Pembentukan Kota Langsa {Lembaran Negara Tahun

200L Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4tIO');

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Nomor a2861 ;

Undang-Undang Nomor t Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

aao});
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48441 ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a$8);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46331;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5Aa9\;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20L1. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

L3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran Negara

Nomor aa,$; 
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1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 471.2);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171-, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45751 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah,

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20L0 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 20L0 Nomor 1L0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor a578\;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor a6ta):

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan {Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20LL tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 52L91;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20L2 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturafl Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 20LL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L2;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201L tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Tahun 20L2 Nomor 540) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20LL tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah {Berita Negara Tahun 20LL Nomor 694);
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31 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh

l-ahun 201L Nomor L0, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

32 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);

33 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 201.1. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa

Tahun 2012 {Lembaran Kota Langsa Tahun 20L1 Nomor L0);

34 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 20L2 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran,

Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 201.1 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 5).

35 Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 201"1 Nomor 31.3).

36 Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2AL2 tentang Penetapan Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran

201L (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 338).

MEMUTUSKAN :

MenetApKAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN

BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2012.

Pasal L

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 semula sejumlah Rp.405.338.664.272,'

bertambah sejumlah Rp.48.047.005.805,- sehingga menjadi Rp.453.385.67A.077,- dengan rincian sebagai

berikut :

L. Pendapatan:

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

2. Belanja Daerah:

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1. Semula

2. Bertambah

Rp 444,L68,474,002.00

Rp 26,816,932,658.08
Rp 470,985,346,660.08

Rp 405,338,664,272.00

Rp 48,047,005,805.00

Rp 1,664,400,736.44

Rp L9,61.8,073,1,46.92

Rp 453,385,67A,077.O4

Rp 17,599,676,583.08

Rp 38,881,750,466.00

Rp (17,599,676,583.08)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 2L,282,A73,882.92

b. Pengeluaran

7. Semula RP 40,493,750,466.00

2. Bertambah Rp {'J',6'J'2,A00,000.00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal L dirinci lebih lanjut pada Lampiran ll

Peraturan ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.

Pasal aPr



Pasal 4
Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 7 DESEMBER 2012 M

23 MUHARRAM 1,434H

9P-:::*.1 L

4 . USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal

.d.Q 
-sern

MUHAM

BERITA KOTA LANGSATAHUN 2012 NOMOR 343

7 DESEMBER 2012 M

,(


